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Kepada Yth.
Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah Nomor Urut 02 (Ahmad Luthfi — Taj Yasin Maimoen)

di-

Banjarnegara

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menjadi Undang Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Penagwasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 143 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 148.3 Tahun
2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2024,

11.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 164 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat
Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tahun 2024;

12.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1317
Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan
Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara;

13.Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 1347
Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Banjarnegara Tahun 2024.

. Imbauan
Berdasarkan Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye Nomor

STTP/86/XI/YAN.1.2./2024/Intelkam bahwa Tim Kampanye Ahmad Luthfi — Taj
Yasin Maimoen Kab. Banjarengara Pada hari Minggu, 17 November 2024 pukul
07.00 WIB akan melaksanakan Kampanye bentuk lain (kegiatan senam sehat) di
Halaman Stadion Sumitro Kolopaking Banjarnegara Kelurahan Parakancanggah
Kec Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Dalam rangka melaksanakan tugas



pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan, dengan ini Bawaslu Kabupaten

Banjarnegara menyampaikan hal-hai sebagai berikut :

1.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

~ Tahun 2024 disebutkan bahwa :

“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk
pertemuan ferbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU
Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota"
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024disebutkan bahwa :
“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk
pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada
KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati
dan Wakil Bupali serta Walikota dan Wakil Walikota"
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan bahwa :
“Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk
rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
dan Bawasfu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupali serta
Walikota dan Wakil Walikota”
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 disebutkan bahwa :
“Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye
dilarang melibatkan :
a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan



c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

lain/fperangkat kelurahan.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menjadi Undang Undang :

Dalam Kampanye dilafang X

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur,
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, Calon Wakil Walikota, danfatau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba
Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok Masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
méngambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

I menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

J- melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di [uar jadwal yang telah ditetapkan
oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :



Avyat (3) “Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye
dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya
transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada
pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap m'uka dan dialog dan hadiah

fainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah”

Ayat (4) “Selain pada pertemuan lerbatas dan/atau pertemuan tatap muka
dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau
tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan
minum peserta Kampanye, biaya ftransporfasi peserfa Kampanye, biaya
pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum
dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah
lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah’

Ayat (8) “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan
hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dengan ketentuan:

a. dalam bentuk barang; dan
b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Bahwa berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menjadi Undang Undang menyebutkan :
“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau
sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah)”
Bahwa berdasarkan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir



10.

menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang menjadi Undang Undang :

Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak
sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Ayat (2) "Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau

Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 1317

tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati

dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara

mehyebutan bahwa Halaman Stadion Soemitro Kolopaking (Parkir Barat dan

Lapangan Luar) digunakan dalam Jenis Kampanye Rapat Umum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara

mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 02 agar ;

a. Menyampaikan pemberitahuan kampanye secara tertulis yang ditujukan
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan
tembusannya kepada Bawaslu (sesuai tingkatannya)

b. Memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi
peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau
hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain dengan nilai setiap
barang paling banyak Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);

c. Tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang untuk ikut melakukan
kampanye;

d. Tidak melibatkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Banjarnegara untuk ikut kampanye;



e. Melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

f. Melaksanakan kegiatan kampanye dengan menjaga keamanan dan
ketertiban selama kegiatan berlangsung.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya,}ami

sampaikan terima kasih

RINYA ARIEF LAXSONO

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.




